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KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DESA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA LAMBUR

	Menimbang 
	:
	1. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

2. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023, maka memandang perlu untuk membentuk Tim  Pengelola Desa Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, Desa Darma Kecamatan  Kertanegara Tahun 2018;


	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62).

10. Peraturan Desa Lambur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;



Memperhatihan	:	Hasil Musyawarah Desa tanggal 08 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.

			
MEMUTUSKAN :
Menetapkan		:

KESATU	:	Membentuk Tim Pengelola Desa Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Desa Lambur Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini;

KEDUA	:	Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Desa sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu adalah :
a. Penanggung jawab bertugas :

1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2) menetapkan PTPKD;
3) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam RAB bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Sekretaris bertugas :
1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2) mengintegrasikan perencanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
5) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran  bantuan keuangan yang bersifat khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
c. Kepala Seksi yang bertugas :
1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam RAB bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

e. Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab bersama Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan melaksanakan asistensi RAB; 

f. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar akhir pelaksanaan serta membuat laporan dan melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan, menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa serah terima; 

g. Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap   pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan;

h. Tim Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA	:	Tim Pengelola Desa Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab Kepada Kepala Desa.

KEEMPAT	:	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2023.

KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	


Ditetapkan di	Lambur
[bookmark: _GoBack]Pada tanggal: 08 Agustus 2022

Kepala Desa Lambur





TUTI HARYANI






LAMPIRAN  01 KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR	: 25 Tahun 2022
TANGGAL 	: 08 Agustus 2022
TENTANG	: SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN 
		  KEUANGAN YANG KHUSUS KEPADA 
		  PEMERINTAH DESA 







SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DESA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DESA LAMBUR KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023


	NO
	NAMA
	JABATAN
	KEDUDUKAN DALAM TIM

	1.
	TUTI HARYANI
	Kepala Desa
	Penanggung jawab

	2.
	EVI AGUSTIN
	Sekretaris Desa
	PTKD/Koordinator

	3.
	ZAENAL ABIDIN
	Perangkat Desa
	Anggota PTKD

	4.
	PAMILA DEWI ANDANI
	Perangkat Desa
	Anggota PTKD

	5.
	ROKHIMAH
	Kaur Keuangan
	Bendahara

	6.
	RENDANG AJI SUTOWO
	KPMD
	Tim Perencana

	7.
	FIRMAN ADE MAHENRA
	LPMD
	Anggota Tim Perencana

	8.
	BAROKAH BUDI WIRANATA
	KARANGTARUNA
	Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana/Prasarana 

	9.
	ADI WURYANTORO
	LPMD
	Anggota Tim Pelaksana Sarpas

	10.
	CIPTO YUWONO
	Perangkat Desa
	Ketua Tim Pengadaan Barang dan jasa

	11.
	WAHYUDIN
	Tokoh Masyarakat
	Anggota

	12.
	SUKIMAN
	Tokoh Masyarakat
	Anggota



Lambur , 08 Agustus 2022
Kepala Desa Lambur


TUTI HARYANI


LAMPIRAN  02 KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR	: 25 Tahun 2022
TANGGAL 	: 08 Agustus 2022
TENTANG	: SUSUNAN TIM PENGAWAS BANTUAN 
		  KEUANGAN YANG KHUSUS KEPADA 
		  PEMERINTAH DESA 








SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DESA LAMBUR KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023


	
NO

	
NAMA
	
JABATAN
	
KEDUDUKAN DALAM TIM

	1.
	KARSONO
	Ketua BPD
	Ketua Tim Pengawas

	2.
	DJASMIN REKSO S.
	LPMD
	Anggota Tim Pengawas

	3.
	WAHYUNI RIYANTI
	Anggota BPD
	Anggota Tim Pengawas



Lambur , 08 Agustus 2022
Kepala Desa Lambur


TUTI HARYANI


LAMPIRAN  03 KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR	: 25 Tahun 2022
TANGGAL 	: 08 Agustus 2022
TENTANG	: SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN 
		  KEUANGAN YANG KHUSUS KEPADA 
		  PEMERINTAH DESA 







SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN BARANG/ JASA 
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DESA LAMBUR KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

	
NO

	
NAMA
	
JABATAN
	
KEDUDUKAN DALAM TIM

	1.
	CIPTO YUWONO
	KASI KESEJAHTERAAN
	Ketua Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa

	2.
	WAHYUDIN
	TOKOH MASYARAKAT
	Anggota

	3.
	SUKIMAN
	TOKOH MASYARAKAT
	Anggota



Lambur , 08 Agustus 2022
Kepala Desa Lambur


TUTI HARYANI







BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DESA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023


[bookmark: _Hlk119337961]Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan Musyawarah berkaitan dengan Penetapan Jenis Kegiatan Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di Desa Lambur  Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dihadiri oleh :
1. Kepala Desa Lambur
2. Unsur BPD Lambur
3. Unsur Perangkat Desa Lambur
4. Unsur LPMD Lambur
5. Unsur Masyarakat Desa Lambur

Materi atau topik yang dibahas dalam  Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi  atau Topik :
1. Pembentukan Tim Pengelola Desa Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

B.   	Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :
Pemimpin musyawarah	:	Karsono ( Ketua BPD )
	Notulen	:	Evi Agustin ( Sekretaris Desa )
	Narasumber   	:	1. 	Tuti Haryani ( Kepala Desa )
					
Setelah  dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah yaitu  :
1. Penetapan Tim Pengelola Desa Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

	
     Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Mengetahui,
Kepala Desa Lambur






TUTI HARYANI
	Lambur, 8 Agustus 2022
Pimpinan Musyawarah






KARSONO
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